Menimbang

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG

SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sumber daya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam
dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia
Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena itu perlu dikelola dan
dimanfaatkan secari lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi

sebesar-besar kemakmuran rakyat;

. bahwa sistem pembangunan yang berketanjutan dan

berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam

pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu;

bahwa pertanian maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan
yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional,
yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

. bahwa sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari

pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian

maju, efisien, dan tangguh;

bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih

berlaku, baik yang merupakan produk hukum warisan
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Mengingat

—

pemerintah kolonial maupun produk hukum nasional, sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan

nasional sehingga perlu dicabut;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang
perlu menetapkan ketentuan tentang sistem budidaya tanaman

dalam suatu Undang-Undang.

Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nornor 2823);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor

38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3215);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419).
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDIDAYA

TANAMAN

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan
sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi,
dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan

manusia secara lebih baik;

Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup,
dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan

dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru;

. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian

jenis dan atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas

baru yang lebih baik;

Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya

yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
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